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PUTUSAN
Nomor 303/Pdt.G/2021/PA.Srog

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah
menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Penjual Tas, tempat kediaman di Kota Sorong, Provinsi Papua
Barat, sebagai Penggugat;
melawan
TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Penjual
Reptil, tempat kediaman di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat,
sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 01 Desember 2021
telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Sorong, Nomor 303/Pdt.G/2021/PA.Srog tanggal 01 Desember 2021
dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan
Tergugat pada tanggal 05 Juni 2018 dihadapan Petugas Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Kota Sorong Provinsi Papua Barat
sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX tanggal 05
Juni 2018;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan

Tergugat berstatus Jejaka;
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3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat
tinggal bersama di rumah Orang Tua Tergugat yang beralamat di Jalan
Sriti Il No.99 HBM, RT.003 RW.002, Remu Utara, Distrik Sorong Kota,
Kota Sorong, Provinsi Papua Barat
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat
Ba'da Dukhul, Belum di karuniai anak
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
berjalan harmonis, namun sejak bulan Februari Tahun 2019 rumah tangga
Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang disebabkan :
a. Tergugat Suka Bermain Judi Online
b. Tergugat Sering Melakukan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (KDRT) terhadap Penggugat di saat Penggugat Menegur
Penggugat agar berhenti Bermain Judi Online
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada
bulan November Tahun 2021, dikarenakan dengan alasan yang sama,
yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal,
dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat
sehingga sampai saat ini telah berpisah selama 2 Minggu;
7. Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat
masih saling berkomunikasi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada
Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada usaha untuk
rukun kembali;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut
dengan jalan / cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat
secara baik-baik dengan melibatkan kaka kandung Tergugat, namun
usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat
merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa
dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka
Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
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10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul
dalam perkara ini;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan
Agama Sorong Cg. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar
berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan amar
putusan sebagai berikut :
PRIMER :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan biaya sasuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku ;
SUBSIDER :
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya(ex aequo et bono) ;

Bahwa pada persidangan tanggal 7 Desember 2021 Penggugat hadir di
persidangan namun kemudian pada persidangan berikutnya pada tanggal 13
Desember 2021 Penggugat dan tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun Penggugat telah dipanggil secara resmi
dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut tidak
disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa menurut berita acara sidang tanggal 7 Desember
2021 dan relaas pemanggilan tanggal 13 Desember 2021Penggugat telah
dipanggil menghadap persidangan secara resmi dan patut, namun tidak hadir
dan ternyata ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sabh;
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Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 R.Bg disebutkan Jika
Penggugat tidak datang menghadap di pengadilan pada hari yang ditentukan
meski ia dipanggil dengan patut atau tidak juga menyuruh orang lain
mewakilinya, maka gugatannya dianggap gugur dan Penggugat dihukum
membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pendapat Ulama Figih dalam
kitab Ahkamul Qur'an juz 2 halaman 405, yang berbunyi :
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Artinya : "Barang siapa yang telah dipanggil oleh Pengadilan Agama dengan
patut tidak menghadap, maka termasuk dholim dan gugur haknya untuk
berperkara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Penggugat yang
tidak hadir dua kali berturut-turut telah ternyata tidaklah bersungguh-sungguh
dalam beperkara, sehingga Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan
tersebut di atas, gugatan Penggugat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 303/Pdt.G/2021/PA.Srog

gugur;

2. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp

840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sorong
pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 Miladiah bertepatan dengan
tanggal 12 Jumadil Awwal 1443 Hijriah, oleh Satriani Hasyim, S.H.l. sebagai

Hakim Tunggal, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Hakim dalam sidang
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terbuka untuk umum, dan dibantu oleh Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H. sebagai

Panitera Pengganti diluar hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP:
a. Pendaftaran 'Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama 'Rp 20.000,00
c. Redaksi :Rp 10.000,00
d. Pemberitahuan Putusan :Rp 20.000,00
2. Biaya Proses ‘Rp 50.000,00
3. Panggilan :Rp 500.000,00
4. Meterai 'Rp 10.000,00
5. Pemberitahuan Putusan :Rp_200.000,00 +
Jumlah :Rp 840.000,00

(delapan ratus empat puluh ribu rupiah)
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